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Abstrak

Stigma negatif yang menyatakan bahwa orang Islam itu anti Pancasila, radikal dan
intoleran merupakan sebuah masalah yang kini dihadapi oleh kaum muslim di Indonesia.
Pengorbanan kelompok Islam saat perumusan Pancasila seakan dilupakan oleh sebagian
masyarakat [ndonesia sekarang, Toleransi mereka untuk menerima penghapusan tujuh
kata di dalam Piagam Jakarta dengan tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) seakan tidak bernilai. Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan
peran kelompok Islam {ulama) dalam perumusan Pancasila dan metode Sadd Dzariah
sebagai acuan penerimaan kelompok Islam (Ulama) dalam penghapusan tujuh kata di
dalam Piagam Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan menggunakan
pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipunakan
adalah kajian pustaka dengan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah
dibaca sebagai bentuk teknik dari analisis data. Sehingga sejumlah hasil dapat ditemukan.
Pertama, bahwa peran kelompok Islam dalam perumusan Piagam Jakarta sangatlah besar,
halini tercermin dari linea usulan-usulan mereka selama sidang perumusan berlangsung,
Kedua, Metode Sadd Dzari'ah dalam kaidah ushul figh ini merupakan metode yang
digunakan kelompok Islam (Ulama) untuk menerima penghapusan tujuh kata dalam
Piagam Jakarta, dan Sadd Dzariah itu sendiri ialah usaha untuk menutup sarana/ jalan

menuju suatu mafiadal kerusakan dalam konteks ini yang dimaksud adalah keutuhan
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NKRI dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga, akibat dari penghapusan itu, umat Islam
harus lapang dada dan rela kehilangan hak konstitusonal untuk penerapan hukum syari’at
Islam di Indonesia dan hal ini disebabkan karena Indonesia bagian Timur yang mayoritas
non-mushim yang cukup vocal untuk berpisah jika tidak ada perubahan dalam piagam

Jakarta tersebut.

Kata Kunci: Piagam Jakarta, Toleransi dan Sadd Dgart ab

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tercermin
dengan adanva pasal 1 avat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai dasar hukumnya vang disebutkan di dalamnva bahwasanva
Indonesia adalah negara hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia mengatur dan
menjalankan pemerintahan yang ada berdasarkan pada hukum yang ada dan berlaku
di dalamnya. Sistem hukum sendiri merupakan satu kesatuan unsur yang masing-
masing saling berinteraksi dan bekerja sama di dalam mencapai tujuan bersama.'

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia lahir dan hadir sebagai falsatah
kebangsaan atau kenegaraan. Pancasila dibentuk atas dasar pemikiran vang
kuat dan mendalam, serta melalui beberapa pertimbangan untuk kelangsungan
[Kesatuan Negara Republik Indonesia. Proses perumusan Pancasila ini bukanlah
proses yang dapat dinilai instan, melainkan suatu proses perenungan mendalam
dan panjang dari para founding fathers’. Pancasila vang ada saat ini, tidak lepas
dari ilham Piagam Jakarta vang menjadi konsensus antara golongan Islam dan
golongan kebangsaan. Ketika Piagam Jakarta sudah disetuju oleh BPUPKI dan
ternyata perubahan masih bisa terjadi. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan
jiwa toleransi vang besar golongan Islam menerima penghapusan kata-kata
“dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya™ di
dalam Piagam Jakarta dengan tjuan mempertahankan keutuhan NKRI dari
serangan pihak luar. Maka udak benar, orang yang menyatakan bahwa Islam itu
radikal dan intoleran. Sikap kelompok Islam yang menerima penghapusan tujuh
kata dalam Piagam Jakarta justru menjadi bukt vang sangat nvata.

Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta ditunjukan untuk mencegah

pemisahan masyarakat Indonesia Timur vang tdak sejutu dengan kata-kata

* Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakuleas Syariah Universitas Darussalam
Gontor, |1 Raya Siman, Km. 05, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia.

Dewa Gede Atmad)a, A sas-sas Fukum Dedam Sisten Hakrer, Jurnal Kertha Wicaksana: Tahun
2018, Vol. 12, Nomor 2, hlm. 146

*Hm. Nasruddin Ch, Ber&ontritusi Keknasaean , Konsolidass Kebangsaan, Lkis, Yogyakarta, 2008,
hlm. 154.
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tersebut. Dan kelompok Islam pada saat itu menerimanya sebagai bentuk
toleransi yang besar.

Namun sangat disayvangkan, dewasa ini muncul pernyataan-pernyataan
vang menyatakan bahwa Islam itu intoleran dan radikal. Seperti beberapa
pernyataan diantaranya; Pertama, bahwa Menteri Agama Fachrul Razi
melontarkan wacana perang terhadap pemahaman radikalisme dan intoleransi.
Dengan gava bahasa vang disampaikan secara tidak langsung menyebutkan
bahwa Islam-lah salah satunya.” Kedua, pernyvataan Ketua Umum PSI Grace
Natalie yang tidak mendukung perda svariah dan perda vang berlandaskan agama
lainnya. la mengatakan “PSI akan mencegah ketidakadilan, diskriminasi, dan
seluruh tindakan intoleransi di negeri ini”* Ketiga, pernyataan Kepala BPIP
Prof Yudian Wahyudi, vang menyatakan bahwa “Agama adalah musuh terbesar
Pancasila™ agama mana yang dimaksud padahal nilai pancasila semua terkandung
dalam Al-Quran, Beberapa poin ini menunjukkan bahwa Sepertinya lupa bahwa
Islam memiliki andil yang sangat besar dalam perumusan sampai pengesahan
ideologi Negara Indonesia yang menjadi landasan hukum Negara, statement ini
merupakan salah satu upayva untuk memisahkan antara Pancasila dan Agama; yang
padahal ideology tersebut merupakan landasan vang bersumber dari nilai agama.

Dalam ilmu Figth Sadd dzarnal merupakan metode pengambilan kesimpulan
dengan cara menutup sarana atau wasilah vang menuju kepada kerusakan
(mafsadat). Dalam konteks ini, tujuh kata dalam Piagam Jakarta dikhawatirkan bisa
menimbulkan mafradat terhadap keutuhan NKRI, sehingga ulama pada saat itu
menerima pengahapusannya. Lantas, bagaimanakah peranan umat Islam terhadap
lahirnya Pancasila? dan bagaimanakah konsep sadd dzari'ah vang dijadikan sebagai
acuan persetujuan penghapusan mjuh kata dalam Piagam Jakarta?

Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian
historis vaitu menelid kejadian dalam sejarah vang telah terjadi di masa lalu,
dengan menggunakan pendekatan kualitauf vang bersifat deskriptif, yaitu
dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil dari penelitian vang penulis
dapatkan melalui penelitian yang dilakukan. Adapun corak yang dipakai adalah
studi kepustakaan. Diharapkan dari penelitian ini mampu mengetahui bagaimana
peranan umat Islam terhadap lahirnya Pancasila dan pengorbanan mereka vang

ditinjau dari metode sadd dzariab.

“https:/ /suaramuslim.net/tuduban-radikal-dan-agenda-kelompok-intoleran/, dikutip tanggal
14 Aprl 2020, 10:33 WIB.

‘htrp5:f,,-%cws.clctik.cnm,.f"hcrita,.l"{.i 4308830/ kontroversi grace-natalie- ak-dukung-perda
svariah, dikutip pada tanggal 14 April 2020, jam 10:41 WIB.
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Hasil dan Pembahasan

Piagam Jakarta merupakan sebuah dokumen vang disusun BPUPKI
vang merupakan dokumen historis berupa sebuah kompromi antara pihak
agama Islam dengan pihak Kebangsaan untuk menghilangkan perbedaan antara
agama dan negara pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini merupakan awal dar
terbentuknya permbukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945).°
Secara kesuluruhan isi Piagam Jakarta sama dengan pembukaan UUD 1945 vang
dikenal sekarang, Hanvya saja terdapat perbedaan pada perumusan sila pertama
Pancasila dalam Piagam Jakarta.” Dalam hal ini pembahasan Piagam Jakarta tidak
lepas dari pemaparan pegertan Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia.
Maka dari pada itu, penjelasan umum tentang Pancasila perlu untuk menunjang
pemahaman terhadap Piagam Jakarta.

Pancasila, yang berarti lima dasar atau lima asas, merupakan dasar dan
Negara Indonesia. Dr. Kaelan, M.S, dalam bukunyva menuliskan bahwa objek
pembahasan Pancasila akan memiliki berbagal macam penekanan sesuai
dengan kedudukan dan fungsi Pancasila dan terutama berkaitan dengan kajian
diakronis dalam sejarah pembahasan dan perumusan Pancasila sejak dari nilai-
nilai yang terdapat dalam pandangan hidup dalam sejarah ketatanegaraan. Dan
dari pendapatnva dapat disebutkan bahwa pengertian Pancasila dalam meliputi
beberapa lingkup, diantaranya: (@) Secara efimologis, Pancasila berasal dari bahasan
sansakerta “Panca Syila” yaitu “berbatu sendi lima™ atau secara harfiah “dasar
vang memiliki lima unsur™. (b) Secara Historis, Pancasila memulai sejarahnya dari
dibentuknya BPUPKI' sampai dengan Pancasila sebagai dasar Negara Republik
Indonesia vang sah seperti vang tercantum di dalam Undang Undang Dasar
(UUD) 1945, (¢) Secara lerminologis, Pancasila dimuat dalam bagian Pembukaan
UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea vang tercantum rumusan Pancasila
sebagai berikut : 1)Ketuhanan Yang Maha Esa, 2)Kemanusiaan vang adil dan
beradab, 3)Persatuan Indonesia, 4)Kerakyatan vang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5)Keadilan sosial bagi seluruh

rakvat Indonesia.”

*Sasmiard dan Edi Rosman, Implementasi Polink Hukum Dalam Perumusan Piagam Jakarea,
sl Tramgpormarty: Jorrnal of Infamic Studies 1od 02 Na 09, Jansuars-[uni, 2018, hlm. 9-10.

“Thid, hlm. 17.

"Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk memperhatikan
usaha-usaha para pejuang unruk mencapai kemerdekaan di Indonesia

*Op.cit, Sasmiarti dan Edi Rosman, Implementasi Politik Hukum Dalam Perumusan Piagam
Jakarta, Alm 20,
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Sejarah lahirnya Piagam Jakarta

Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya berjalan
berabad-abad dengan cara bermacam-macam dan bertahap. Sejarah perumusan
Piagam Jakarta erat hubungannva dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Permulaan sidang pertama BPUPKI vang diadakan pada tanggal 29 Me1 1945 ini
membahas secara mendalam dasar-dasar Indonesia Merdeka. Sidang dibuka oleh
ketua Badan Penyelidik Dr.Radjiman Wediodiningrat. Adapun vang bertindak
sebagal pembicara pada tanggal 29 Me1 1945 antara lain: Muhammad Yamin,
Margono Sastrodiningrat, Wiranatakoesoemah, Soemitro, Woerjoningrat, Soerjo,
Dasaad, Soesanto, Roseno, dan lain-lain.” Sedangkan pada tanggal 30 Mei 1945
tercatat bertindak sebagai pembicara antara lain; Moh. Hatta, H. Agus Salim,
Samsoedin, Wongsonegoro, Abdoel Kadir, Soerachman, Soewandi , Abdoel
Rahim, Soetardjo, dan Soekiman. Pada tanggal 31 Mei 1945 tercatat sebagai
pembicara adalah Muh. Yamin, Sanusi, Subarjo, Soekarno, Hadikoesoemo, dan
pada tanggal 1 Juni 1945 tercatat Kaswedan, Moezakkir, Soekarno, Latorharry

dan Soekardjo."

Dalam usahanva untuk melahirkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia
BPUPKI melaksanakan 2 {dua) kali sidang, Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan
selama empat hari berturut-turut, vang mana tiga orang tokoh Indonesia
berpidato menvampaikan usulannya, vaima: (a) tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh.
Yamin, (b) tanggal 31 Mei 1945 Prof. Soepomo dan (c) tanggal 1 Juni 1945 Ir.
Soekarno.'!

Mr. Mub. Yamin, dalam pidatonva menyampaikan lima asas dasar unuk
negara Indonesia merdeka. Yairu: 7) Peri Kebangsaan, 2) Peri Kemanusiaan, 3)
Peri Ketubanan, 4) Peri Kerakyatan, 5) Kesejabteraan Rafyat. Setelah Muh. Yamin
selesai menyampaikan usulannva secara lisan, beliau menyvampaikan usul
tertulis mengenai Rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam pembukaan
rancangan UUD itu tercantum perumusan lima asas dasar negara yang berbunyi:
1) Ketuhanan vang Maha Esa, 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia 3) Rasa
Kemanusiaan vang adil dan beradab, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh

rakvat Indonesia."

s

" i

"Kaclan, Pendidifan Pamcasida SK DIRJEN DIKTT NO.38/ DIKTT) KEP/ 2002, Paradigma:
Yogyvakarta, 2004, Hlm, 37

“Darji Darmodiharjo, dkk, Santias Pancasis Usaha Nasional: Surabaya, 1984. Hlm. 26
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Prof. Dr. Soepomo. Berbeda dengan usulannyva Mr. Muh. Yamin, Prof.
Dr. Soepomo menyampaikan teori-teori negara sebagai berikut: 1) Teors negara
perseorangan (Tndividualis) sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17),
J.J. Rousseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 1Y) dan Harold | Laski (abad
20). Menurut alam pikiran ini negara ialah masyarakat hukum (legal society)
vang disusun atas kontak seluruh orang dalam masyarakat itu (kontak sosial).
Susunan negara ini terdapat di Eropa Barat dan Amerikat 2) Pabaw negara kelas
(Class Theary) atau teori golongan. Teori ini sebagaimana diajarkan oleh Marx,
FEngles dan Lenin. Negara adalah alat dari snatu golongan untuk menindas klasse
lain. 3) Pabam Negara Integralistik, yvang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller,
Hegel (abad 18 dan 19). Menurut paham ini negara bukanlah untuk memimpin
perorangan atau golongan akan tetapi bertugas untuk menjamin kesejahteraan
masyarakat seluruhnya.

Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945 Ir.Soekarno mendapat giliran untuk
menyampaikan idenyva mengenai dasar-dasar bagi Indonesia merdeka. Pertama
Soekarno menvampaikan dasar-dasar Indonesia merdeka seperti yang diminta
oleh anggota BPUPKI adapun 1si dari pidato Soekarno adalah lima dasar negara
vang terdirl atas lima prinsip, vaitu: 1) Nasionaliswe (Kebangsaan Indonesia), 2)
Internasionalisme (Peri Kemanusiaan), 3) Mufakat (Demokrasi), 4) Kesejabteraan sosial,
5) Ketubanan Yang Maba Esa (Ketubanan Yang berkebudayaan)”

Di dalam Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid 1 tertulis tiga
ide pokok vang mewakili Nasionalis Sekuler. Sementara itu udak ada samupun
pidato para anggota Nasionalis Islami yang dimuat. IKH. Wahid Hasjim, Ki Bagoes
Hadikoesoemo, H. Agoes Salim, KH. Abdoel Kahar Moezakir, dalam sidang
BPUPKI vang pertama ini mengusulkan konsepsi agar Dasar Negara Indonesia
Merdeka adalah Islam. Dan pada saat itn A.Kahar Muzakkir, mengusulkan untuk
dibentuk panitia kedl dalam merumuskan dkal bakal ideologi bangsa, karena dia
melihat bahwa dalam menenmkan Dasar Negara masih ada perbedaan yang mencolok
-45 suara memilih dasar kebangsaaan dan 15 suara memilih dasar keislaman.

Maka setelah sidang pertama berakhir, 38 orang melanjutkan pertemuan.
Kemudian tercipta sebuah kesepakatan untuk membentuk Panitia Kecil vang
terdiri dari sembilan orang yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis,
Abikoesno Jokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad
Soebarjo, Abdul Wahid Hasjim dan Muhammad Yamin." Yang dalam sejarah
Indonesia panita ini disebut Panitia Sembilan.

Bl bid
“lbud
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Tugas Panitia Sembilan adalah menyusun sebuah naskah rancangan
pembukaan hukum dasar yang kemudian oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama
“Piagam Jakarta”. Piagam Jakarta memuat dasar negara sebagai hasil yang pertama
kali disepakati oleh sidang, Dan tidak dapat dipungkiri bahwa hasil kerja vang telah
diselesaikan oleh Panitia Sembilan adalah terciptanya rumusan resmi Pancasila bagi
Republik Indonesia, vaitu Piagam Jakarta."” Piagam Jakarta merupakan Preambul
vang ditandatangani oleh Panitia Sembilan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.

Rumusan dasar negara vang termuat dalam Piagam Jakarta adalah'®;

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-
pemeluknya.

2. Kemanusian yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan dalam pemusayawaratan

perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakvat Indonesia.

Dan pada tanggal 1 Juli 1945, Panitia Perancang UUID menyetujui bahwa
1si pembukaan UUD akan diambil dan is1 Piagam Jakarta.

Dalam sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945
peserta sidang meminta Ir. Soekarno untuk menjelaskan tentang kesepakatan
tanggal 22 Juni (Plagam Jakarta). Dalam sidang ini, Ir.Soekarno menyampaikan
bahwa Panitia Sembilan telah berhasil merumuskan dasar negara vang merupakan
persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Ir. Soekarno juga
bersungguh-sungguh dalam meyakinkan anggota sidang untuk menerima Piagam
Jakarta sebagai rumusan terbaik pembukaan UUD 1945."" Dalam pidatonya ia
menyampaikan sebagai berikut;

Allah Subhana wa Ta’ala memberkatd kita. Sebenarnya ada kesukaran
mula-mula, antara golongan yang dinamakan golongan Islam dan golongan yang
dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran faham antaran kedua
golongan ini, terutama yvang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai
tadi saya katakan, Allah Subhana wa Ta’ala memberkati kita sekarang ini, kita
sckarang sudah ada persetujuan.'

“Hasan Muari Ambarf, Supdenren Forsiblgpedia 2000, PT.Ikrar Mandiriabadi. hlm.146

"“Teguh sarwono, Pesdidikean &ewarganegaraan Kelas 6 ST Jeearta, CV.Dunia llma, 2009, hlm. 7.

'-Up.cit, Sasmiarti dan Edi Rosman, Implementasi Politik Hukum Islam Dalam Perumusan
Piagam Jakarea, fde 10

"Endang Saifuddin Anshari, Pragam Jakarta 22 [unil 945 Selual Konsensus Nesionead Tentang Desar
Negara Reprlilik Tndonesia (1945-1959, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 32,
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Itulah pidato Soekarno pada saat sidang paripurna BPUPKI, yang selanjutnya
disampaikan kepada anggota sidang perthal isi dari Piagam Jakarta. Yang menonjol
dalam isi Piagam Jakarta ialah termuatnya tujuh kata, yaitu ‘dengan kewajiban
menjalankan Svari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’, yang kemudian menjadi
perdebatan dikalangan anggota BPUPKI pada sidang-sidang selanjutnya. Seorang
anggota BPUPKI yang beragama Kristen, Latuharhary, menyatakan keberatannya
atas kata-kata tersebut. Dia menghawatirkan akibatnya mungkin besar terutama
terhadap agama lain, juga menimbulkan kekacanan terhadap adat istiadat."” Secara

spontan H.Agus Salim menjawab kekhawatiran Latuharhary, yaitu sebagai berikut;

Pertikaian hukum agama dengan hukum adat bukanlah masalah baru,
pada umumnya sudah selesai. Lain daripada itu orang-orang beragama
lain tidak perlu khawatr : keamanan orang-orang itu tidak tergantung pada
kekusaan negara, tetapi pada adatnya umat Islam vang 90% itu™

Perdebatan terus berlanjut, beberapa orang lain dari anggota sidang
menyampaikan keberatannya atas dimuatnva tujuh kata tersebut. Mulai darn
Wongsonegoro vang didukung oleh Hoesein Djajadiningrat, mengemukakan
pendapat penolakannya dengan argumentasi bahwa kalimat itu mungkin saja
menimbulkan fanatisme, karena seolah-olah memaksa menjalankan syari’at bagi
orang-orang Islam. Namun usul penolakan itu kemudian dijawab oleh Abdul
Wahid Hasyim, “Bila ada orang vang menganggap kalimat itu tajam, ada juga
orang yang menganggap kurang tajam”.*'

Dalam hal ini, Soekarno kokoh mempertahankan kevakinannya terkait
Piagam Jakarta, khususnya sila kesatu, saat menerima kritik dari tokoh-tokoh
sidang vang tidak menyepakati dasar tersebut.™ Sebagai pemimpin pertemuan,
Soekarno mengingatkan bahwa “Preambul ini adalah suatu hasil jerih pavah antara
golongan Islam dan kebangsaan. Kalau kalimat itu tidak dimasukkan, tidak bisa
diterima oleh kalangan kaum Islam. Oleh karena pokok-pokok lain kiranva tidak
ada yang menolak, pokok-pokok dalam preambul dianggap sudah diterima.”

Setelah jelas sudah tidak ada lagi keberatan di dalam sidang, Ketua
Radjiman menutup sidang seraya mempersilahkan para anggota berdin. Yamin

“Abnan Pancasilawati, Upava Legitimasi Svari’at Islam dalam Hukum Nasional, M.AZAHTB
[l IT7 Mo 2, Desealrer 2017, hlm. 136.

Thid

Ahid

ERcm.l':.' Andiwilaga, Piagam Jakarta dan Implikasinya Terhadap Konstruksi Pemikiran Islamisme
Indonesia Kontemporer, Inferoasional Joraal of Desos Vol 1 Isswe 1, Aprd 2019, hlm, 42,

23 Op.at, Abnan Pancasilawat, Upaya Legitimasi Svani’at Islam dalam Hukum

MNastonal, &b 136,
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termasuk vang paling akhir berdiri, ketika Ketua dengan resmi mengumumbkan:
“Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi sava ulangi, Undang-Undang
Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya”. Kata-kata terakhir Ketua
Radjiman tersebut diterima dengan suara bulat dan disambut dengan tepuk
tangan.*

Melihat uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa kedua golongan vang
saling berbeda pandangan terhadap dasar negara Indonesia vang hadir di masa
sidang kedua BPUPKI berkonsensus bahwa masa depan Indonesia merdeka akan
didasarkan pada sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan svari‘at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya”. Selain itu, seluruh peserta sidang juga menerima
Islam sebagai agama negara, dan presiden Republik Indonesia harus seseorang
vang beragama Islam. Lebih dan itu, maka juga menerima seluruh kalimatislami
vang terdapat baik dalam pembukaan maupun batang tubuh rancangan UUD

1945.

Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta

Pada proses perumusan Plagam Jakarta vang cukup menguras wakm,
tenaga dan fikiran ada tujuh kata dalam perumusannya vang menjadi titik penting
dalam pembahasan vaitu pada kalimat vang tersusun sebagai berikut, “........
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya”.
Tujuh kata inilah vang dulu (bahkan sampai sekarang) menjadi perdebatan
di Negaraini. Tujuh kata inilah yang kemudian disebut sebagai “tujuh kata dalam
Piagam Jakarta”.

Para pendiri Republik ini, terutama Panitia Sembilan berhasil merumuskan
satu gentlement agreement vang sangat luhur disepakati pada tanggal 22 Juni 1945.
Dan hendaknya dipahami dan disadari oleh setiap muslim, bahwa Negara ini
lahir “berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan svari’at Islam bagi
para pemeluk-pemeluknya”™ yang tercantum pada pembukaan Piagam Jakarta.

Perubahan terhadap Piagam Jakarta diawali oleh mereka, para wakil-wakil
Katolik dan Protestan yang menvatakan bahwa bagian kalimat tersebut tidak
mengikat mereka, tapi hanva mengenai rakvat vang beragama, namun mereka
memandangnvya sebagai bentuk diskriminasiterhadap mereka golongan minoritas.
Dalam hal ini, Moh Hatta-lah yang menjadi penyambung lidah dari golongan
minoritas tersebut. Dalam bukunva (Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945) Hatta menjelaskan bahwa para petang hari 17 Agustus 1945, seorang opsir

“Ibid.
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Kaigun (Angakatan Laut Jepang) datang dan memberi kabar kepada Hatta perihal
kabar ketidaksejuruan wakil-wakil Katolik dan Protestan.”

Hatta melanjutkan bahwa wakil-wakil Katolik dan Protestan menvatakan
bahwa meskipun A. A Maramis setuju dan tidak keberatan dengan ‘tujuh kata
itu’, mereka menyampaikan bahwa A.A. Maramis pada saat itu tidak merasakan
bahwa penetapan tersebut merupakan sebuah diskriminasi. Kalau Pembukaan
itu diteruskan maka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdir di luar
Republik.”

Maka kemudian Hatta menemul beberapa pemimpin Islam untuk
membicarakan hal tersebut, yakni diantaranya Ki Bagus Hadikusuma, Wahid
Hasjim, Kasman Singodimedjo, dan Teungku Muhammad Hasan. Dan dalam
pertemuan vang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 ini Hatta menjelaskan
kepada pihak Islam perihal apa vang disampaikan oleh golongan Protestan dan
Katolik.*’

Dalam sidang pertemuannya Hatta mengusulkan 4 perubahan di dalam
UUD 1945:

1) Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”
2) Dalam Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat “berdasarkan kepada
ketuhanan dengan menjalankan svari’t Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

diubah menjadi “Kemhanan Yang Maha Esa”.

3) Pasal 6 ayat 1 “presidenialah orang Indonesia yang asli dan beragama Islam”™

kata-kata “beragama Islam” dicoret.

4)  Sejalan dengan perubahan yvang kedua di atas, maka pasal 29 ayat 1 menjadi
“Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™ sebagai pengganti
“Negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalanan syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya™

Setelah membacakan perubahan-perubahan itu, Hatta menyatakan
kevakinannya “inilah perubahan vang maha penting menyatukan segala bangsa™.

Piagam Jakarta vang dirumuskan dengan susah payah, dengan memeras otak dan

tenaga berhari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa Indonesia, kemudian

di dalam rapat “Panitia Persiapan Kemerdekaan™ pada tanggal 18 Agustus 1945

di dalam beberapa menit saja dapat diubah.”

“Op.cit, Endang Saifuddin Anshari, Piagar Ja&arta 22 Junil 945 Selual Konsensus Nasional Tentang
Dasar Negara Republik Tndonesia (1945-1959) hlm, 9-55.

1 hid

Tllad

“Op.cit, Sasmiarti dan Edi Rosman, Implementas Politik Hukum Islam Dalam Perumusan
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Sebenarnya penetapan tujuh kata di atas, merupakan sebuah tuntutan dari
kelompok Islam terhadap bangsa sebagai jaminan ibadah yang baik dan tenang,
Tidak dapat dipungkiri bahwa agama Islam-lah vang tercatat dalam sejarah
menjadi solusi bagi perselisihan vang terjadi™ Penerapan syariat Islam vang
tercermin di dalam tujuh kata tersebut merupakan perjuangan bagi seluruh umat
Islam di Indonesia. Dalam hal ini, tujuh kata tersebut menjadi wajib hukumnya

untuk ditetapkan karena berkaitan erat dengan agama.
Allah SWT berfirman di d'L]'LI’I‘l (-]ur 'LIl surat #’\l "'»i'ud'Lh

Didalam potongan ayat di atas, d1]elﬂs kan bahwa hzlrang siapa yang tidak
menjalankan apa vang diturunkan Allah (syari’at Islam) maka mereka merupakan
orang kafir. Dan di dalam surat vang sama, dijelaskan juga bahwa bukan hanya
disebut kafir saja orang yang tidak menjalankan syari’at Islam, namun juga dze/in

dan fasig.

L sl ”
j.ﬂajhr.me,ujb HJ HL._,‘.&;- u,aj
” X :’. . -

Dengan begitu, penetapan tujuh kata di dalam Plﬂgﬂm_]ﬂkﬂrtﬂ merupakan
suatu hal yang wajar dan sebuah keharusan bagi seluruh muslim di Indonesia agar
Negara yang akan berdiri ini (tepatnva sebelum proklamasi) memiliki legitimasi
vang kuat serta mampu menjamin keamanan masyarakat dalam menjalankan
Syariat Islam. Dan nantdnya semua kebijakan pemerintah vang dilandasi dengan
Keislaman vang baik bisa dipatuhi oleh masvarakat, adapun tokoh-tokoh Islam
vang berperan dalam kemerdekaan dengan melihat jumlah masyarakat vang
mavoritas beragama Islam vang nantinyva akan mewarisi generasi vang akan datang
merasa sangat penting penetapan tujuh kata ini.

Namun pada akhirnva demi menjaga keutuhan NKRI, serta hasil
musyawarah mufakat yang dilakukan dengan segela pertimbangan kelompokm
non-muslim yang berada diwilayah timur maka kelompok Islam menerima
penghapusan tujuh kata tersebut sebagai bentuk toleransi dalam bernegara dan
keputusan vang diambil dalam menerima musyarawah ini adalah metode sadd

dvari'ab.
<

Piagam Jakarea,fder. 12,
“Muhammad Mabrur, Penerapan Syan’at Islam: Problematika dan Wacan Solusi, Atbadbareal:

Jermad Vo Dakwalr 176, 12 No. 24, Juli-Desember, 2013, him. 96.
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Konsep Sadd Dzari'ah sebagai Acuan Persetujuan Kelompok Islam
atas Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta

Sadd dzari’ah berart menutup segala hal yang menuju kepada akibat vang
buruk. Menurut wahbah az-zuhaily definisi dari sadd dzari’ah adalah melarang
segala hal vang menjadi wasilah atau jalan menuju sesuatu vang dilarang dan
terkandung di dalamnya kerusakan atau madharat.™

Kalimat Sadd Dzari'ah berasal dari dua kata, yaitu sad dan dzari’ah. Kata
Sadd berarti

t‘..:l\ ey rJ&J\ £ JJ&L\ AAUE) : saes 2

Artinya adalah menutup celab, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah
atau melarang.

Adapun kata dzari’ah secara bahasa beraru:
I . 1 . P T

Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara bissi atan ma'vawi (baik atau

bugrufe).

Salah satu mijuan diberlakukannyva hukum Islam adalah untuk menghindari
kerusakan atau Mafiadah dan mewujudkan kemashlahatan. Dalam hal ini, kaitannya
dengan sarana atau wasilah kepada suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat
akan menghasilkan snatu kebaikan dan mewujudkan kemashlahatan, maka hal apapun
vang menjadi sarana dan atau wasilah dan perbuatan wajib untuk diadakan. Begitu pun
sebaliknya, jika suatu pebuatan diduga dengan kuat akan menghasilkan suatu keburukan
dan mewujudkan mafradat, maka hal apapun yang menjadi sarana atau wasilah dari
perbuatan wajib untuk ditiadakan. Ini merupakan bentuk dari metode sadd dyar’ab.

Kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya™ merupakan sebuah kalimat vang diperjuangankan oleh kelompok
Islam usaha dalam membentuk ideology negara. Kata-kata tersebut menjadi
tundamental dengan beberapa alasan vang melatarbelakanginva diantara beberapa
alasannva adalah sebagai berikut:

Pertama, rakvar Indonesia atau penduduk Indonesia vang mayoritas

beragama Islam berhak untuk mendapat hukum yang didasari oleh hukum-

“Wahbah Al-Zuhaily, Al-Whjiiz fii Ushul-l-Figh, (Damaskus: Darul Fikr, 1999}, hlm. 110
“8u'ud bin Mulluh Sulhan Al-Anzi, Sadd Dzari"ah ‘inda Imam Ibnu-1-Qayyim Al-Jauziyvah wa
atsaruhu fi Ikhtyaraatihi Al-Fighivyah, (Omman, Yordania: Darul Atsaryyah, 2007), hlm. 39
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hukum Islam. Selain itu, menurut A. Wahid Hasyim, bagi masyarakat Islam sangat
penting untuk memperhatikan hubungan antara pemerintah dengan mayarakat.
Kedua, Islam merupakan agama rabmatan lil alamin, sehing ga dalam menerapkan
hukum Islam di Indonesia, Islam akan menjamin kebebasan dan keleluasaan bagi
agama lain untuk beribadah dengan tenang. Pada sidang BPUPKI, kembali A.
Wahid Hasyim dalam usulnya untuk merubah pasal 29 UUD, menyampaikan
bahwa “Agama negara ialah agama Islam, dengan menjamin kemerdekaan
orang-orang vang beragama lain untuk, dan sebagainya”. Maka dengan adanya
jaminan ini, orang yang beragama selain Islam seharusnya tidak panik dengan
berdirinva hukum Islam. Dengan sangat jelas bahwa Islam akan menjamin hak-
hak vang dimiliki oleh orang vang beragama lain. Hal tersebut diperkuat dengan
pernyataan Kasman Singodimedjo vang menegaskan bahwa tjuh kata dalam
Piagam Jakarta sangat fleksibel. Menurutmva, golongan nonmuslim tidak akan
diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam, hanya terbatas kepada umat Islam.
Toleransi Islam menjamin golongan nonmuslim untuk mengamalkan ibadah
sesuai keyakinannya.™

Dalam hal ini, penerapan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta seharusnva
tetap dilakukan untuk menjamin ibadah orang Islam. Namun, penjelasan
Hatta vang disampaikan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 terkait
permintaan orang Kristen darl Indonesia Timur menjadi pertmbangan vang
berat bagi golongan Islam pada saat itu. Hatta menyampaikan bahwa akibat
vang terjadi jika tujuh kata itu tetap diresmikan adalah akan menimbulkan
perpecahan terhadap persatuan NKRI. Dari beberapa alasan vang disampatkan
Hatta pada saat itu adalah sebagai berikut; Pertama, Masyarakat timur vang
menggangeap bahwa kata-kata tersebut merupakan bentuk dan diskriminasi
terhadap kaum minoritas mengancam untuk keluar dan berpisah dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Hatta juga menyampaikan pesan dari
para pemeluk agama Protestan dan Kartholik (vang sebagian besar berdomisili)
di wilayah Timur Indonesia terhadap beberapa unsur islami dari Piagam Jakarta.
Bila unsur-unsur tersebut tetap dipertahankan maka para penduduk Protestan
dan Katholik akan membentuk negara sendiri”. Ketiga, Hatta berpendapat
juga bahwasanya bukan hanya pemisahan bagian Indonesia Timur dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia saja vang menjadi masalah, namun jikalau terus

-“’Up.cit, Rendy Andiwilaga, Piagam Jakarta dan Implikasinya Terhadap Konstruksi Pemikiran
Islamisme Indonesia Konremporer, him. 41,

“Mujar Ibnu Syarif, Spirit Piagam Jakarta DalamUndang-Undan Dasar 1945, Jurmal Cipta Hadk,
Fakultas Syard'al dan ks UIN Jakarta Vel 4 Na 1, 2016, hlm. 23,
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berlanjut maka daerah-daerah luar Jawa dan Sumatera akan kembali dikuasai oleh
Belanda. Hal tersebut merupakan sebuah penjajahan dan tenmnva tidak sesuai
dengan cita-cita Indonesia. Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan
oleh sebab itu, maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai

dengan peri kemanusiaan dan pen keadilan.™

Bagi sejumlah tokoh Islam permintaan ini (penghapusan tujuh kata
di dalam Piagam Jakarta) sulit untuk diterima, menerapkan syari’at Islam
merupakan salah satu alasan mengapa perjuangan atas kemerdekaan dilakukan.
Namun para tokoh Islam juga sadar membiarkan Indonesia Timur berpisah
akan melemahkan posisi diplomasi Indonesia di mata dunia. Sehingga Belanda
bisa dengan mudah kembali menjajah™. Hingga akhirnya kelompok Islamis
menerima usulan penghapusan tujuh kata itu dengan diubah menjadi “Kemhanan
vang Maha Esa”, melihat bahwa demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan
sebagai jalan keluar dari perpecahan bangsa dan negara. Perpecahan bangsa akan
mengakibatkan berbagai hal vang tidak diinginkan oleh masvarakat Indonesia
sebagai manusia yang adil dan beradab. Perpecahan akan selalu mengacu dan
tertuju pada perselisthan, vang mana diakhirnva dapat terjadi pertumpahan darah.

Sikap kelompok Islam terhadap penerimaan atas penghapusan tujuh kata
dalam Piagam Jakarta, menurut penulis mengacu pada konesp saald dzari ab. Alasan
besar penghapusan tujuh kata itu adalah untuk membendung ancaman masvarakat
Indonesia Timur yang hendak berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika pengesahan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, vang aslinya boleh
untuk dilakukan, merupakan sarana dan atau wasilah yang menuju kepada sebuah
mdfsadat atau kerusakan, vang dalam konteks ini adalah pemisahan masvarakat
Indonesia Timur dart NKRI. Maka, patut penulis menyampaikan bahwa acuan
dari pengambilan keputusan ini adalah sadd dyari’ab.

Menurut Al-Hadi Bin Husayn Asyibly, Sadd Dzarai® memiliki dua dasar
dalam penggunaannya sebagai metode pengambilan kesimpulan, yaitu [ #baru-
l-ma-aal dan I'thouw al-washilah bukma-l-gashd. Pertama, ['tibaru-l-ma-aal. Ashibly
menjelaskan bahwa setiap perbuatan ditentukan oleh akibat vang terjadi
setelahnya. Menurutnya hukum suatu perbuatan dapat berubah jikalau perbuatan

tersebut menuju/mengarah kepada perbuatan lain. Dan dalam hal ini, seorang

“hrrpﬁ:ffumm-'.unud.ac. id /in/berita2032 Bung-Hatra-dalam-Merevisi-Sila- Ketuhanan-dengan-
kewajiban-menjalankan-syariat-Islam-bagi-pemeluk-pemeluknya- heml. Dikutip Tanggal 2 Apr 2020
Jam 17:06 WIEB.

-‘-‘Up.cit, Mujar Ibnu Svanf, Spirr Piagam Jakarta DalamUndang-Undan Dasar 1943, Jarma/
Cipta Fukam, hlm. 11,
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mujabid tidaklah cukup untuk memahami hukum ini hanya dengan melihat dan
memperhatikan zhabirnya saja, namun ia harus memperhatikan akibat vang
diimbulkan dari perbuatan tersebut. Sebuah perbuatan pada awalnya baik dan
menimbulkan kemashlahatan tentu hukumnya boleh, namun jikalau perbuatan
tersebut menuju kepada sebuah keburukan akan menjadikannya perbuatan vang
berbahaya bahkan dilarang.™

Dalam hal ini Asyibly mengutip pernyataan Asy-Syaaabi, para Ulama telah
menyebutkan bahwa melihat akibat dari suatu perbuatan merupakan sebuah
syari’at, dan bagi seorang meutabid agar tdak menentukan hukum untuk suatu
perbuatan tanpa melihat kepada akibat yang dapat ditimbulkan.

Dan perlu diperhatikan den gan baik bahwa pengesahan tujuh kata dalam
Piagam |akarta bukan merupakan sebuah masalah. Penetapan mjuh kata tersebut
merupakan sebuah perjuangan vang dilakukan oleh para founding fathers, dan
terkait dengan hubungan antara Islam dan agama-agama lain telah jelas diatur
oleh Pasal 28 Bab X di atas itu bahwa “Negara akan menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain”.

Golongan Islam yang menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam
Jakarta, pada saat itu tentu melihat dan mempertimbangan akibat vang akan
timbul jika kata-kata ‘ketubanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya’ tetap disahkan akan menimbulkan hal-hal vang buruk
bagi kehidupan berbangsa sepert vang dijelaskan sebelumnya. Jiwa besar vang
diperlihatkan oleh para Ulama dari golongan Islam ini menunjukan bahwa
para ulama muslim sangat menjunjung tinggi toleransi, sangat cinta keutuhan
NKRI, bahkan merekalah para pejuang kemerdekaan Indonesia. Edi Rusman
menjelaskan bahwa terbentuknya Piagam Jakarta itu hikmah dari 52 ribu surat-
surat dari para alim ulama dan pemimpin-pemimpin Islam yang dikirim kepada
Djawa Hokokai.”

Kedua, Ithou al-washilal bukma-l-gashd. Menurut Asvibly segala perbuatan
jikalau menjadi sarana bagi perbuatan vang lain maka hukumnya ditentukan oleh
tujuan perbuatan tersebut. Dan telah banyak Ulama’ yang menjelaskan bahwa
hukum suatu pekerjaan ditentukan oleh maksud dari perbuatan tersebut.™

Diantaranya sebagai berikut:

*Al-Hadiy bin Al-Husayn Al-Svibly, Sadd Dizarai® wa Atsaruhu fii Al-Furu® Al-Fighiyyah, Arab
Saudi: Universitas Ummul Qura’, 1989, hlm.6

TOp.cit, Endang Saifuddin Anshard, Prag Jakarta 22 Junil 945 Sebual Konsensus Nasional Tentang
Dasar Negara Repullik Indonesia (1945-1959), hlm. 24,

-""[Jp.cit, Al-Hadiy bin Al-Husayn Al-Syibly, Sedd Dearar” wa Atsarnbu fii AEFura’ Af-Fighiyyab,
hlm.6
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Izzudin bin Abdussalam berkata bahwa “Perbuatan-perbuatan vang wwyib
dan mandub terbagai menjadi dua macam, vaitu magbasid dan wasaif, meskipun
begitu untuk perbuatan-perbuatan vang baram dan makruh terbagai menjadi dua
macam, vaitu waghasid dan wasi/ Sarana suatu perbuatan menentukan maksudnya,
dan sarana vang menunjukan kepada tujuan terbaik merupakan sarana terbaik,
pun begitu sebaliknya sarana yang menunjukan kepada tujuan terburuk maka
menjadi sarana terburuk pula.”

Selain dasar vang telah disebutkan oleh Asyibly, Sa’id bin Ahmad Sholeh
menjelaskan bahwa Sadd Dzarai” merupakan salah satu sumber hukum turunan,
vang juga merupakan Kaidah Hukum Ka«lff vang ditentukan dengan dalil-dalil
vang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah dari segala aspek syariah, mencakup
Aqidah, Ibadah, Muamalah dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, Sadd Dzarai” memiliki
kepentngan vang jelas dalam llmu Ushul Figh, perkara-perkara figh dan juga ikatan
(‘uguud). Oleh sebab itu, Sadd Dzarai’ memiliki peran yang jelas dalam menciptakan
faktor-faktor vang membuat manusia lebih bertagwa kepada Allah SWT.*

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa “Kami menvebutkan Kaidah Sadd
Dzarai’ dan dalil-dalil dari kitab, sunnah, pernvataan sahabat dan pertimbangan
vang benar”

Kemudian Ibnu Qayyim berkata “Bab Sadd Dzarai® merupakan salah satu
dari seperempat beban vang ada, sebenarnya sadd dzarai’ merupakan perintah
dan larangan. Adapun perintah vang dimaksud terbagi mejadi dua, yakni tujuan
dan sarana/ jalan menuju tujuan tersebut. Adapun larangan vang dimaksud
terbagi menjadi dua juga, salah satunya adalah hal yang dilarang karena hakikamnya
merusak dan satu lagi adalah perkara vang menjadi sarana vang membawa menuju
sesuatu hal vang rusak. Oleh karena itu, menutup jalan/ sarana yvang menuju

kepada seseuatu yang haram merupakan salah satm dari seperempat ﬂgﬂmﬂ”“

Dalam konteks penghapusan tujuh kata di Piagam Jakarta, para ulama
melihat bahwa hal tersebut dapat menjadi wasidah atau sarana yang menuju kepada
suatu keburukan (mafradaf). Kata-kata “dengan kewajiban menjalankan svari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dinilai akan menimbulkan pecahnya NIKRI,

vaitu dengan berpisahnya Indonesia bagian Timur menjadi Negara sendiri.

hid. Hlm. 7

“Sa'id Bin Ahmad Sholeh, waadn Qo'idati Sadd Do’ fir Muwagabatt AR Tatharenf ALFikni,
Iskandariyyah: Universitas Malik Khlmid, him. 46.

“Thn al-Qayyim al-Jawzivah, Ulamu al-Muwagi'in ‘an Rabb al-‘Alamin, (Rivadh: Dar Thn al-Jawziy,
1423 H), cet. 1, jilid 1, hlm. 41.
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Hal yang dituju tersebut tentulah menjadi pertimbangan besar bagi para
[founding fathers untuk menentukan langkah maju menuju Indonesia yang merdeka.
Maka suatu sarana vang menuju kepada suatu keburukan dilihat perlu untuk
dicegah. Hal ini dapat diartikan sejalan dengan teori ['thon al-washilah hukria-I-
gashd, sarana vang menuju kepada suatu keburukan (&emadbaratan) akan menjadi

buruk pula, dan harus dicegah.

Maka dapat disimpulkan bahwa penetapan tjuh kata di dalam Piagam
Jakarta vang dilihat dapat menimbulkan kepada pecahnya NKRI perlu untuk
dicegah, vakni dalam hal ini harus dirubah dalam redaksi penvampaian. Sehingga
penerimaan ulama untuk menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta
merupakan bentuk dari sadd dyari’ab. Dari sini dapat dilihat bahwa para ulama
dengan jiwa toleransi yang besar rela untuk mengapus tujuh kata di dalam Piagam
Jakarta demi mempertahankan keutuhan NKRI.

Kaidah ushul figh tentu menjadi pertimbangan juga bagi golongan
Islam pada saat itu. Kaidah CJLG-U SRS J‘- pAdie deolall g3 merupakan dasar
dari penggunaan sadd dyari'ah. Dalam konteks ini, pengahapusan tujuh kata
merupakan bentuk dari pencegahan sebuah wafradaz, dan dengan menimbang
antara penghapusan dan peresmiannya, maka pencegahan terhadap mafsadat

lebih didahulukan dengan cara menghapusnva.

Akibat Penghapusan Tujuh Kata di Dalam Piagam Jakarta.

Sebagai bentuk dar aplikasi surat Al-Maidah avat 44, 45 dan 47, tentang
realisasi hukum yang diturunkan oleh Allah (Islam), keberadaaan tujuh kata dalam
Piagam Jakarta merupakan titik strategis bagi kelompok Islam, dan dalam hal ini
terdapat beberapa alasan, vaitu, perfamia, kewajiban menjalankan svarr’at Islam atau
Hukum Islam, merupakan kewajiban agama vang harus dijunjung tinggi sebagai
ketaatan seorang muslim. Dengan adanya tujuh kata tersebu, umat Islam telah
dijamin secara konstitusional dalam menjalankan ajaran agamanya. Kedwa, tujuh
kata tersebut memuat harapan umat Islam untuk mengembalikan sejarah bahwa
penegakan hukum Islam merupakan fakta sejarah vang tidak dapat diabaikan
begitu saja. Kefiga, tujuh kata tersebut merupakan konsensi besar umat Islam
dalam perjuangan mengusir penjajah.

Namun, sangat disayangkan bahwa tujuh kata itu akhirnva rela untuk
dihapuskan. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan gagalnya hukum Islam

untuk mendapatkan basis legal-konstitusional yang kuat bagi keberlakuannya

“TFinan Zein, Diferensiasi Legislasi Hukum Islam di Idonesia, Mizan; Jurnal Ilmu Syanah

Vol 4 No. 1, 2016, p. 20.
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secara penuh. Seperti vang dikutip Fitriani dari Syafi’t Ma’arif, apabila diamati
lebih dalam, penambahan “tujuh kata™ dalam Piagam Jakarta dan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tersebut, tidak dapat
diartikan sebagai upava islamisasi terhadap negara. Penekanan itu sebenarnya
tidak hanya ditunjukan kepada umat Islam—meski tercantum kata syarr’at Islam-,
namun mengandung wafhum nukhalafah (premis berlawanan) bahwa kewajiban
juga berlaku bagi umat-umat vang lainnva,vakni kewajiban menjalankan svari’at
agamanya masing-masing.*

Selain itu, kekhawatiran Hatta terhadap berpisahnya Indonesia bagian
Timur, vang menjadi sebab pertimbangan ulama untuk menghapuskan tujuh
kata itu, ternyata tetap terjadi, Indonesia bagian Timur ternvata tetap berusaha
memisahkan diri dari NKRL

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah vang diploklamasikan merdeka
pada 25 April 1950 dengan maksud memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur
(saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Dalam usahanya,
RMS dibantu oleh parelemen Belanda, terutama Partai Buruh dan Fraksi Kristen
Demokrat. Pers Belanda bahkan menyebut RMS sebagal pemerintahan dalam
pengasingan. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk menekan pengakuan
RMS ini, kemudian pemerintah berpandangan bahwa seharusnya otonomi daerah-
lah vang menjadi perekat antara pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, sikap
pemerintah dan presiden dalam menghadapi berbagai masalah menyangkut RMS
bisa dilakukan dengan arif dan bijaksana, pemerintah memilih mengadakan dialog
bersama mereka dari pada penvelesain dengan kekerasan. !

Perlakuan pemerintah terhadap RMS dinilai sangat berbeda dengan apa
vang dilakukan mereka kepada DI-TII di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh,
dan juga PRRI-PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi. Dalam menyelesaikan
pergerakan DI-TII vang dipimpin oleh S.M. Kartosuwirvo, pemerintah
mengirim pasukan Kodam Siliwangi dan menetapkannya sebagai dalang dari
pemberontakan, hingga akhirnya Kartosuwiryo dieksekusi mati di Pulau Ubi.*”

Perjuangan Daud Beureuh di Aceh pun, dianggap pemerintah sebagai
bentuk pemberontakan. Pembentukan Aceh sebagai provinsi vang didukung

kuat oleh masyarakat untuk menegakan syar’at Islam ternvata dianggap upava

Y bid,

“Anna Yulia Harrad, Separatisme dalam Konteks Global, Spe&émon: Jurnad Lo Polrtck Hubungan
Internasional 1ol. 7 No 2, fani 2070, hlm. 8.

“Muhammad Dian Supvan, Gerakan Dared Isiaw (DI) S.M. Karfosswirye di Jawa Baraf dalam
Mewagncean Negara Istam Tndonesia (INIT), Tesis UIN Yogyakarta, 2016, hlm. 144,
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seperatis oleh pemerintah. Tanpa adanya dialog antara pemerintah dan pihak
Aceh, dengan keluarnva PP No. 21 Tahun 1950, pemerintah pusat membubarkan
Provinsi Aceh dan mengagabungkannya dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini
tentu membuat Daud Berureuh kecewa dan berupava untuk mempertahankan
Provinsi Aceh. Ia menganggap bahwa pemerintah seakan lupa dengan apa vang
telah dilakukan oleh Aceh terhadap Pemerinah Pusat®. Dan dalam upayanva untuk
menghentikan pemberontakan ini, pemerintah menugaskan Ali Sastroamidojo untuk
menyelesaikannya. Dan dalam rumor yang beredar, Ali Sastroamodojo mengirimkan
dokumen vang isinya adalah perintah untuk membunuh 300 tokoh masvarakat Aceh.

Selanjutnya adalah PRRI-Permesta, dalam perjuangannya menyatakan
tuntutan kepada Presiden Soekarno agar bersedia mengembalikan Piagam Jakarta
kepada kedudukan vang konstmsional, vang mana hal ini merupakan hasil dari
sidang Kabinet mereka, Kabinet PRRI. namun hal ini mendapat penolakan dari
pihak pemerintah, dan dalam menumpas pemberontakan ini dilakukan, pemerintah
melancarkan operasi militer gabungan vang diberi nama Operasi Merdeka.”

Meskipun keempat pergerakan itu dianggap sebagai pemberontakan,
namun seperti vang dijelaskan sebelumnya, perlakukan pemerintah terhadap
RMS dinilai lebih represif, tanpa adanva tindak kekerasan. Sedangkan, perlakuan
pemerintah kepada tiga pemberontakan lain dinilai berbeda, vaitu dengan
penuh kekerasan bahkan sampai dengan hukum man. Padahal kesemuanya
itu, mengandung beberapa alasan kenapa dikatakan pemberontakan, yaitu; (1)
kelompok tersebut berkuasa di sebuah wilayvah di dalam tempat mereka melakukan
pemberontakan. (2) kelompok tersebut memproklamirkan kemerdekaan, bila
tujuan akhirnya adalah pemisahan diri. (3) kelompok tersebut memiliki angkatan
bersenjata vang terorganisir. (4) kelompok tersebut memulai konflik dengan pihak
pemerintah yang berkuasa dan yvang paling penting adalah pihak pemerintah
mengakui status mereka sebagai pemberontak.™

Dalam hal ini, jikalau saja kelompok Islam tidak mengalah untuk menerima
penghapusan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta, mungkin saja pemborantakan
ini tidak akan terjadi terhadap NKRI. Dan perlu diingat dalam penerimaan
penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menandai komitmen besar umat

Islam dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Repulik Indonesia. Yaitu,

*“Bambang Satriva, dkk, Teungku Muhammad Daud Beureuh Dan Revolusi di Aceh (1945
1950}, Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan SejarahVol.7 No. 1, 2018, hlm. 44,

Thtt ps://b|(}g.ruangguru.comﬂatar—bcl akang-dan-tujuan-pemberontaka n—prri/

permesta, accessed on May 2, 2020,
H0Op.cit, Anna Yulia Hareaa, Separatisme dalam Konteks Global, hlm. 7.
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menjaga kohesi sosial dan integrasi kebangsaan, dalam negara besar yvang sangat

1.+

plural.” Namun ternyata prinsip ini seperti tidak diindahkan oleh masvarakat

Indonesia bagian Timur saat itu.

Di dalam penjelasan sebelumnya, penulis mengungkapkan bahwa salah
satu fungsi Pancasila adalah sebagai sumber dari segala hukum vang ada di
Indonesia. Sumber hukum pada dasarnya adalah tempar kita dapat menemukan
dan menggali hukumnya. Dalam jenisnya, Pancasila termasuk ke dalam sumber
hukum vang bersifat materiil. Hal ini dilihat dari kualitas materi Pancasila, vaitu:
pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedia,
muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Kefiga, Pancasila tidak
menentukan perintah, larang dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas
fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).”

Dikutip dari Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber
hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai: (1) Ideologi
hukum Indonesia. (2) Kumpulan nilai-nilai vang harus berada di belakang
keseluruhan hukum Indonesia. (3) Asas-asas vang harus diikuti sebagai petunjuk
dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. (4) Sebagai suatu pernvataan dari
nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.” Selain itu,
pernyataan dan hasil diskusi tokoh Nahdhawl Ulama (NU) KH. As’ad Syvamsul
Arifin, K.H. Mahrus Ali, K.H Ali Maksum dan K.H. Masykur pada muktamar
NU 1984 menvatakan bahwa Pancasila adalah ideologi dan ideologi bukan agama.
Pancasila bukan sebagai agama, tetapi nilai-nilai vang terkadung di dalamnva adak
bertentangan dengan ajaran suatu agama, bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam
Pancasila merupakan bagian dari nilai-nilai vang terkandung di dalam nilai-nilai
ajaran agama. Dan nilai-nilai inilah vang ada di seluruh perundang-undangan
vang menjadi hukum positif dalam negara Republik Indonesia.™

Selanjutnya, Muhammad Natsir berpendapat bahwa Pancasila merupakan
suatu rumusan dari lima cita-kebajikan sebagai hasil permusyawaratan antara
pemimpin-pemimpin kita usaha dalam menvatukan tanah air. Ia sebagai
perumusan, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, kecuali kalau diisi dengan apa-

apa vang bertentangan dengan Al-Qur’an.™ Di sisi lain, M. Isa Ansyary sebagai

“Mukhammad Abdullah, Kontribusi Nilai-nila Keimanan, Teosafi: Jurmal Tasawny dan Pesidivan
Tsdar, Vol 7 Nou 1, Juni, 2017, hlm. 268,

“TFais Yonas Bo'a, Pancasila schagai Sumber Hukum dalam Sistermn Hukum Nasional, Jurnal
Konsams Vol 15 Noo 1, Marer, 2018, hlm. 32

“"Roeslan Salch, Perjefasan Pancasila dan ULD 194 5, Jakarta: Aksara baru, 1979, h.49,

Dir, Jazumi, Legicderss Hekasr Isfam di Tndonesia, Bandung: PT. Ciera Adicva, 2005, him 308

M. Natsir, Agama dan Negara Dalam Prespekdf Islam, Media Dakwah, Jakarta: 2001, Hlm. 158,
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tokoh Persatuan Islam (Persis) menyatakan bahwa tidak dibenarkan umat Islam
berjuang di atas dasar kebangsaan, namun ia menegaskan bahwa hal tersebut
tidak berarti Persis tidak mengakui adanva kebangsaan Indonesia.™

Apabila Piagam Jakarta tetap dipertahankan oleh kelompok umat Islam
pada saat itu, tatanan hukum vang berasaskan pada Islam akan ada untuk menjaga
umat muslimin dalam beribadah bahkan bernegara. Selain itu, seluruh hal vang
bersangkutan dengan Islam dalam Piagam Jakarta, seperti Presiden yvang harus
beragama Islam, akan menimbulkan dampak vang baik terhadap Islam sendiri.
Seperti vang dikatakan oleh Wahid Hasyim dalam sidang BPUPKI, bahwa
pemimpin muslim sangat penting bagi umat Islam, karena seluruh kebijakan
vang dikeluarkan olehnya harus berasaskan Islam. Adapun kaitanva dengan
agama lain, dalam Piagam Jakarta, Islam akan menjamin hak-hak yang diterima
oleh non-muslim.

Piagam Jakarta vang terdapat di dalam konsiderasi Dekrit Presiden 5
Juli 1959 menjadi bukti bahwa spirit Piagam Jakarta masih mengalir di UUD
1945 yang berlaku sampai sekarang, Maka secara otomatis, tujuh kata “dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” terkandung di
dalam Pancasila sebagai sumber hukum vang ada di Indonesia. Setelah berlakunya
Dekrit Presiden pada 5 Juli itu, muncul harapan dari kalangan umat Islam bahwa
hukum Islam bisa ditegakan kembali di Indonesia. Namun, pandangan demikian
tidak bisa diterima oleh banyak kalangan dengan alasan bahwa Dekrit itu tidak
memberlakukan Mukaddimah (Piagam Jakarta), melainkan UUD vang disahkan
18 Agustus 1945.” Dengan kata lain, hukum Islam harus tetap diusahakan di
Indonesia setelah Dekrit Presiden 5 Juli dikeluarkan, dengan pandangan bahwa
spirit Piagam Jakarta tetap mengalir di peraturan-peraturan vang ada di Indonesia.
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